
 

 

BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya yaitu 

tentang mekanisme pembayaran pajak daerah rumah kos di kota Surabaya, maka 

penelitih memperoleh kesimpulan dan saran yang mungkin dapat menjadi bahan 

evaluasi sekaligus pertimbangan dalam mekanisme pembayaran pajak daerah atas 

rumah kos di kota Surabaya. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data penelitian dan pembahasan yang diuraikkan secara 

keseluruhan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan tentang mekanisme 

pembayaran pajak daerah rumah kos di kota Surabaya dalam aplikasi Surabaya 

Tax yang menggunakan sistem Android sebagai alat bantu untuk pembayaran 

pajak daerah rumah kos sebagai berikut : 

1. Dalam Aplikasi Surabaya Tax menu pajak rumah kos masih menjadi satu 

di menu pajak hotel dan tidak ada pemisahan antara kedua nama pajak 

tersebut. 

2. Dalam memasukkan aplikasi data omset harian rumah kos untuk pajak 

terutang wajib pajak wajib mengganti tarif rumah kos sebesar 5% (lima 

persen), apabila wajib pajak tidak mengganti tarif pajak terutang tersebut, 

maka secara otomatis pajak terutang rumah kos mengikuti tarif pajak hotel 

sebesar 10% (sepuluh persen). 

3. Dalam sistem Android Surabaya Tax tidak ada menu sanksi apabila wajib 

pajak telat membayar pajak rumah kos, maka wajib pajak di haruskan 



 

 

untuk datang langsung kekantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak 

Daerah kota Surabaya untuk mengurus pembayaran pajak rumah kos dan 

sanksi denda yang akan dibayarkan. 

4. Kelemahan aplikasi Surabaya Tax di sistem Android yaitu 

Apabila wajib pajak sudah membayarkan pajak rumah kos ke aplikasi 

Surabaya Tax dengan metode harian, dan wajib pajak lupa membayar lagi 

pajak rumah kos dengan metode bulanan lalu di setorkan langsung 

kekantor BPKPD maka di aplikasi web BPKPD secara otomatis 

memunculkan ID bayar kembali, wajib pajak di haruskan membayar 

kembali pajak rumah kos sesuai dengan tagihan ID bayar yang di berikan 

oleh teller di kantor BPKPD, karena aplikasi Web BPKPD tidak singkron 

dengan aplikasi Surabaya Tax di sistem Android. 

5.2  Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut : 

1. Dalam Aplikasi Surabaya Tax sebaiknya menu pajak hotel dibagi lagi 

antara pajak hotel dengan pajak rumah kos, agar wajib pajak yang 

melakukan entry data tidak salah memasukkan NOP . 

2. Dalam menu pajak terutang sebaiknya di tambahkan dua menu baru yaitu 

khusus tarif pajak rumah kos sebesar 5% (lima persen) dan khusus tarif 

pajak hotel  sebesar 10% (sepuluh persen) agar wajib pajak tidak salah 

dalam membayarkan pajak rumahkos yang terutang sebesar 5% (lima 

persen) dari omset yang di dapatkan. 



 

 

3. Penambahan menu sanksi dalam sistem Android yang dapat mengingatkan 

wajib pajak agar wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu. 

4. Mensingkronkan aplikasi Surabaya Tax di sistem Android dengan sistem 

web https://bpkpd.surabaya.go.id agar wajib pajak tidak membayar dua 

kali dan tidak mendapatkan tagihan kembali apabila wajib pajak lupa 

membayar pajak kembali yang sudah terbayarkan sebelumnya 

5. Penambahan metode pembayaran menggunakan google pay dan/atau 

metode pembayaran sejenis lainnya dalam semua jenis pajak di Surabaya 

Tax, agar mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak 

daerah apabila wajib pajak tidak memiliki internet banking untuk 

melakukan pembayaran pajak daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bpkpd.surabaya.go.id/
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